GUBERNUR BALI
PERATURAN GUBERNUR BALI
NOMOR 50 TAHUN 2013
TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
DINAS-DINAS DILINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi dan
mewujudkan kinerja pemerintahan daerah yang optimal,
diperlukan Standar Operasional Prosedur penyelenggaraan
tugas-tugas pemerintahan daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur
tentang Standar Operasional Prosedur pada Dinas-Dinas di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara
Barat dan Nusa Tenggara Timur (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dari Korupsi, Kolusi
dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 385);



10.

11.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah  (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-UndangNomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan  Lembaran  Negara  Republik Indonesia
Nomor 5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4773);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2011
tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan
Kementerian Dalam Negeri;

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor : Per/21/M.Pan/11/2008 tentang Pedoman
Penyusunan  Standar Operasional Prosedur (SOP)
Administrasi Pemerintahan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011
tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan
Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar
Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2011
tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah
Provinsi Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2011
Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali
Nomor 4);



Menetapkan :

12. Peraturan Gubernur Bali Nomor 37 Tahun 2011 tentang

Rincian Tugas Pokok Sekretariat Daerah Provinsi Bali
(Berita Daereah Provinsi Bali Tahun 2011 Nomor 37);

13. Peraturan Gubernur Bali Nomor 121 Tahun 2011 tentang

Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah
Provinsi Bali Tahun 2011 Nomor 121);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN GUBERNUR TENTANG STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR DINAS-DINAS DILINGKUNGAN PEMERINTAH
PROVINSI BALI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

3.
4.

(1) .

(2) -

Daerah adalah Provinsi Bali.

Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta Perangkat
Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
Gubernur adalah Gubernur Bali.

Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah
Sekretaris Daerah Provinsi Bali.

.Satuan Kerja Perangkap Daerah Provinsi Bali yang

selanjutnya disebut SKPD Provinsi adalah Sekretariat
Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga teknis
Daerah dan Lembaga lainnya.

.Dinas adalah Dinas-Dinas di Lingkungan Pemerintah

Provinsi Bali.

. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat

SOP adalah serangkaian petunjuk tertulis yang dibakukan
mengenai proses penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintah
Daerah.

BAB II
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DINAS-DINAS

Pasal 2

Menetapkan SOP Dinas-dinas di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Bali.

SOP Dinas-Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.



BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal
1 Januari 2014.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 13 Nopember 2013

GUBERNUR BALI,

MADE MANGKU PASTIKA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 13 Nopember 2013

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

COKORDA NGURAH PEMAYUN

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2013 NOMOR 50



